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ABSTRACT 
Implementation of agrarian reform needs to be done in a 

strong synergy between spatial planning activities and the process of 
legalizing assets to minimize land and land disputes. Spatial and land 
disputes are considered as fundamental issues in development 
activities. Where, land and land disputes are mostly caused by 
overlapping and incompatible land use permits. Synchronization 
between land use or land use arrangements with land administration 
processes needs to be done because the current conditions of each 
party have their own mechanisms and references related to the 
arrangement for the use and use of space. 

The purpose of land stewardship is to regulate the supply, 
allocation, use of land to provide benefits that LOSS (Sustainable, 
Optimal, Harmonious,Balanced). The function of land stewardship is 
not only as a procedure for land acquisition, but also as a direction 
for land stewardship activities, both short and long term, in relation 
to long-term development plans. Land stewardship must really 
describe the development policy for the need for land stewardship 
activities as a step to implement spatial planning, provide protection 
for landowners' rights, as a form of community participation in 
planning, the social function of land in a just manner. 

In order to carry out the main tasks and institutional functions 
related to land stewardship, the Ministry of Agrarian Affairs and 
Spatial Planning / BPN issues Minister of Agrarian Affairs and 
Spatial Planning / Head of the National Land Agency of the Republic 
of Indonesia Number 38 Year 2016 Concerning Organization and 
Work Procedure of Regional Offices of the National Land Agency and 
Offices Land, where land use is included in the land arrangement 
sector. 

The link between agrarian institutions and spatial planning is 
in land stewardship activities. Both have the same goal to realize 
orderly space, justice and ensure legal certainty. The role of land 
stewardship in the spatial planning process is the inventory of land 
resources to support spatial planning and information on land 
availability is needed in the spatial use process. In addition, spatial 
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planning and land use have an important role in the management of 
the growth of a city or region. 

Therefore land use must be able to support the achievement of 
land use goals for agrarian reform in an optimal, harmonious, 
balanced and sustainable manner based on spatial planning aspects 
that are integrated with land aspects, which in its implementation, 
land stewardship process must be with a community management 
approach to actualize empowering. 

 
Keywords : Landuse, Agrarian Reform, Spatial Planning 
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 RINGKASAN 

Pelaksanaan reforma agraria perlu dilakukan sinergi yang kuat 
antara kegiatan penataan ruang dengan proses legalisasi aset untuk 
meminimalkan sengketa ruang dan pertanahan. Sengketa ruang dan 
pertanahan dinilai sebagai persoalan mendasar dalam kegiatan 
pembangunan. Dimana, sengketa ruang dan pertanahan banyak 
diakibatkan karena adanya tumpang tindih dan ketidaksesuaian izin 
penggunaan tanah. Sinkronisasi antara pengaturan penggunaan tanah 
atau lahan (land use) dengan proses administrasi pertanahan perlu 
dilakukan karena kondisi saat ini masing-masing pihak memiliki 
mekanisme dan acuan tersendiri terkait dengan pengaturan 
penggunaan dan pemanfaatan ruang. 

Tujuan dari penatagunaan tanah adalah untuk mengatur 
persediaan, peruntukkan, penggunaan tanah agar memberi manfaat 
yang LOSS (Lestari, Optimal, Serasi, Seimbang). Fungsi 
penatagunaan tanah adalah bukan saja sebagai suatu prosedur 
penyediaan tanah, tetapi juga sebagai pengarahan kegiatan 
penatagunaan tanah, jangka pendek maupun jangka panjang, 
sehubungan dengan rencana pembangunan jangka panjang. 
Penatagunaan Tanah harus benar-benar menjabarkan kebijaksanaan 
pembangunan untuk itu diperlukannya kegiatan-kegiatan 
penatagunaan tanah sebagai langkah implementasi rencana tata ruang, 
memberikan perlindungan hak pemilik tanah, sebagai bentuk 
partisipasi masyarakat dalam perencanaan, wujud fungsi sosial tanah 
secara berkeadilan. 

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi 
kelembagaan terkait penatagunaan tanah, maka Kementerian Agraria 
dan Tata Ruang/BPN menerbitkan Peraturan Menteri Agraria dan 
Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia 
Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor 
Wilayah Badan Pertanahan Nasional dan Kantor Pertanahan, dimana 
untuk penatagunaan tanah masuk dalam Bidang Penataan Pertanahan. 

Keterkaitan antara lembaga agraria dan penataan ruang adalah 
dalam kegiatan penatagunaan tanah. Keduanya memiliki tujuan yang 
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sama untuk mewujudkan tertib ruang, keadilan dan menjamin 
kepastian hukum. Peranan penatagunaan tanah dalam proses 
perencanaan tata ruang adalah pada inventarisasi sumberdaya lahan 
guna mendukung rencana tata ruang dan dibutuhkan informasi 
ketersedian tanah pada proses pemanfaatan ruang. Selain itu,penataan 
ruang dan penatagunaan tanah memiliki peranan penting dalam 
manajemen pertumbuhan sebuah kota atau kawasan.  

Oleh sebab itu penatagunaan tanah harus mampu mendukung 
pencapaian tujuan-tujuan pemanfaatan tanah obyek reforma agraria 
secara optimal, serasi, seimbang dan lestari berdasarkan aspek-aspek 
penataan ruang yang terintegrasi dengan aspek pertanahan, dimana 
dalam implementasinya, proses penatagunaan tanah harus dengan 
pendekatan community management untuk mengaktualisasikan 
potensi masyarakat (empowering).  

 
Kata Kunci : Penatagunaan Tanah, Reforma Agraria, Penataan 
Ruang 
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